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Abstract: Implementation of Roof System Convergence (SAMSAT) Drive-Thru to Improve 
Public Service Quality. Implementation of best service quality to customer is not only adopted 
by private companies, but also by government institutions (state owned enterprises) that facing 
increasing demand to provide best service. One of government institutions that implemented 
innovation to improve its service quality is Samsat in the district of Lamongan. Innovation that is 
implemented by Lamongan’s Samsat is Samsat Drive thru. The objective of the innovation is to 
solve the problem of underperformance of Lamongan’s Samsat that is caused by complicated 
procedures, cost uncertainty, and plenty of brokers. Generally, this research is aimed to measure 
how far the impacts of the implementation of Samsat Drive thru to improve the public service 
quality. This research use qualitative method approach by observation and interview methods. 
The result of research reveal that Samsat drive thru’s service quality is directly proportional 
with customer satisfaction.  
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Abstrak: Penerapan Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Drive-Thru Dalam  
Meningkatkan Pelayanan Publik. Penciptaan kualitas pelayanan yang terbaik bagi pelanggan 
tidak hanya diadopsi oleh perusahaan swasta, tetapi juga diadopsi oleh instansi pemerintah 
(BUMN) yang selama ini terus mendapatkan tuntutan untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik. salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas 
layanannya adalah Samsat Kabupaten Lamongan. Di Samsat Kabupaten Lamongan inovasi yang 
diberikan adalah samsat drive thru. Samsat drive thru diterapkan untuk mengatasi pelayanan 
samsat kabupaten lamongan yang di nilai masih belum memuaskan akibat prosedur yang masih 
rumit, tidak adanya kepastian biaya serta masih banyaknya calo yang ada di kantor Samsat. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan samsat drive thru 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. hasil penelitian ini membuktikan kualitas 
pelayanan  samsat drive thru berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan. 
 
Kata Kunci : pelayanan publik, percaloan, pelayanan minimalis. 
 
 
Pendahuluan 
 Masyarakat selalu menuntut pelayanan 
publik yang berkualitas dari birokrat, 
meskipun perwujudannya sering tidak sesuai 
dengan harapan. Karena secara empiris 
pelayanan publik yang terjadi selama ini 
masih bercirikan: rumit, lambat, mahal, dan 
melelahkan. Kecenderungan seperti itu 
terjadi karena masyarakat masih diposisikan 
sebagai pihak yang ”melayani” bukan yang 
”dilayani”. Reformasi pelayanan publik pada 
dasarnya sangat dibutuhkan dengan 
mengembalikan dan mendudukkan 
”pelayan” dan yang ”dilayani” ke pengertian 
yang sesungguhnya. ”Pelayanan yang 
seharusnya ditujukan pada masyarakat 
umum kadang dibalik menjadi pelayanan 
masyarakat terhadap negara” (Sinambela, 
2010, h.4), meskipun negara berdiri 
sesungguhnya adalah untuk kepentingan 
masyarakat yang mendirikannya. Artinya, 
birokrat sesunggunya haruslah memberikan 
pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
 Jika kita berbicara tentang pelayanan 
tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan 
merupakan kunci atau inti dalam berbagai 
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usaha yaitu pada umumnya kegiatan atau 
usaha yang bersifat jasa. Perannya akan 
lebih besar dan bersifat menentukan jika 
kegiatan atau usaha jasa di masyarakat 
tersebut memiliki tujuan utama untuk 
merebut pelanggan. Upaya untuk menarik 
pelanggan tersebut menimbulkan dampak 
positif dalam organisasi atau perusahaan 
yang mereka jalankan. Organisasi atau 
perusahaan tersebut bersaing dalam 
pelaksanaan layanan melalui berbagai cara, 
teknik dan metode yang dapat menarik lebih 
banyak orang untuk menggunakaan produk 
yang berupa barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan 
tersebut.      
 Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, 
sehingga dapat ditetapkan standar baik 
dalam hal waktu yang diperlukan maupun 
hasilnya. Sehingga dengan demikian 
manajemen dalam organisasi atau 
perusahaan tersebut dapat melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pengevaluasian kegiatan pelayanan dengan 
memadai agar hasil akhirnya dapat 
memuaskan orang atau badan yang 
medapatkan pelayanan tersebut. 
Karakteristik pelayanan pemerintah yang 
sebagian besar bersifat monopoli membuat 
pemerintah tidak menghadapi pemasalahan 
persaingan pasar sehingga menyebabkan 
lemahnya perhatian pengelola pelayanan 
publik akan penyediaan pelayanan yang 
berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini 
menjadikan sebagian pengelola pelayanan 
memanfaatkan untuk mengambil 
keuntungan pribadi, dan cenderung 
mempersulit prosedur pelayanannya. Akibat 
permasalahan tersebut, citra buruk pada 
pengelolaan pelayanan publik masih melekat 
sampai saat ini sehingga tidak ada 
kepercayaan masyarakat pada pengelolaan 
pelayanan. Kenyataan ini merupakan 
tantangan yang harus segera diatasi terlebih 
pada era persaingan bebas pada saat ini. 
Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik telah menjadi isu aktual 
dan menjadi fokus perhatian bagi 
pemerintah sebagai pihak penyelenggara 
atau penyedia (providers) pelayanan, serta 
bagi masyarakat yang merupakan pihak 
pengguna pelayanan. Baik dari sisi 
paradigma maupun formatnya, pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah kepada 
rakyat memang terus mengalami pembaruan, 
seiring dengan meningkatnya tuntutan 
masyarakat dan perubahan di dalam 
pemerintah itu sendiri. 
 Dalam pelayanan publik terdapat 
beragam inovasi pelayanan, dimana inovasi 
dalam pelayanan publik diharapkan dapat 
bermanfaat untuk masyarakat. Inovasi ini 
muncul tatkala banyaknya kendala-kendala 
yang ada tentang pelayanan publik di 
Indonesia. Maka dari itu, kepuasan 
merupakan hal yang paling essensial untuk 
masyarakat, guna mendukung bejalannya 
suatu inovasi. 
 Instansi yang menerapkan inovasi 
untuk meningkatkan kualitas layanannya 
adalah Samsat Kabupaten lamongan. Di 
Samsat inovasi pelayanan yang diberikan 
adalah samsat drive thru. Selama ini 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor 
Samsat Kabupaten Lamongan, dinilai masih 
belum memuaskan akibat prosedur yang 
masih berbelit sehingga dapat memakan 
waktu yang lama dalam proses pelayanan, 
tidak adanya kepastian biaya yang harus 
dikeluarkan sehingga menimbulkan adanya 
pungutan liar yang dilakukan oleh petugas 
aparat pelayanan diluar ketentuan, dan juga 
masih banyaknya “calo” yang berkeliaran di 
Kantor Samsat Kabupaten Lamongan 
sehingga menghambat jalannya pelayanan 
bagi masyarakat umum yang tidak 
mempergunakan jasa calo tersebut. Calo-
calo tersebut menarik minat pelanggan 
dengan tawaran pengurusan surat yang lebih 
cepat tentu dengan imbalan upah yang tidak 
sedikit. Biaya untuk mengurus surat tentu 
jadi membengkak, yang seharusnya 
disediakan sesuai standar yang sudah 
ditetapkan pemerintah menjadi diatas 
standar dan lebih mahal. Prosedur 
pengurusan surat-surat kendaraan bermotor 
di Kantor Samsat Kabupaten Lamongan 
dirasa terlalu panjang, begitu juga waktu 
penyelesaiannya. Membayangkan keruwetan 
mengurus pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) atau perpanjangan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) membuat 
orang memilih menggunakan jasa pihak 
ketiga. Urusan yang seharusnya mudah 
menjadi rumit karena orang harus antri dan 
enggan menyisihkan waktu untuk urusan 
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penting ini. Kemudian yang membuat orang 
merasa malas dan merasa ruwet untuk 
datang di Kantor Samsat Kabupaten 
Lamongan karena sebelum ada inovasi dari 
Samsat tentang kemudahan mengurus 
pembayaran Pajak kendaraan bermotor 
(PKB) atau perpanjangan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) ini kondisinya 
hampir seperti stasiun kereta api atau 
terminal bus. Karena hampir seluruh 
ruangan dibanjiri pemohon pengurusan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
Baik yang ingin membuat STNK baru 
maupun untuk memperpanjang masa berlaku 
STNKnya. Terkadang karena panjangnya 
antrean, sebagian dari pemohon STNK baru 
harus menunggu hingga tiga jam. Karena 
ruang tunggu tak mampu menampung, 
sebagian pemohon STNK juga harus rela 
menunggu panggilan di luar ruangan. 
 Jarak antar tempat untuk setiap 
prosedur yang harus dilewati juga terlalu 
jauh. Misalnya dari mengisi formulir 
kemudian untuk ambil nomor antrian, 
pelanggan setidaknya harus jalan kaki 
kesana kemari. Waktu yang sangat tidak 
efisien ini membuat masyarakat rasanya 
sangat malas untuk mengurus sendiri surat - 
surat yang dibutuhkannya. Pada akhirnya 
yang digunakan adalah jasa calo, atau 
menggunakan perantara orang ketiga agar 
pengurusan surat-suratnya bisa lebih cepat 
selesai. Selama ini, pengurusan STNK, 
PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Samsat 
memang identik dengan keberadaan biro 
jasa, atau lebih dikenal dengan istilah calo. 
Pemohon STNK baru maupun perpanjangan 
akan dikenakan biaya yang tidak murah, jika 
menggunakan jasa tersebut. 
 Perpanjangan masa berlaku STNK di 
Kantor Samsat Kabupaten Lamongan yang 
menghadapi kendala waktu yang lama dalam 
penyelesaiannya serta masalah biaya 
menjadi alasan mengapa pelayanan seperti 
ini banyak dikeluhkan warga Lamongan 
terutama para pengguna kendaraan 
bermotor. Seharusnya keberadaan Kantor 
Samsat Kabupaten Lamongan dapat 
memberikan pelayanan yang efektif, 
seimbang dan adil sebagai birokrasi 
pemerintah yang memberikan pelayanan 
kepada masyarakat karena masyarakat 
menginginkan sistem pelayanan yang cepat 
dan biaya yang dikeluarkan sesuai ketentuan 
yang berlaku atau dengan kata lain 
pembiayaannya dilakukan secara transparan. 
Karena itu Samsat Kabupaten Lamongan 
berupaya memangkas urusan ang panjang 
menjadi lebih mudah dan cepat. Jika 
biasanya masyarakat harus datang dan antri, 
sekarang Samsat memberikan kemudahan 
pelayanan berupa Samsat drive thru.
 Awal mula digelarnya perpanjangan, 
pembayaran PKB, STNK, SWDKLLJ drive 
thru adalah untuk mewujudkan pelayanan 
yang cepat dan langsung mengena di 
masyarakat. Sekarang di Kantor Bersama 
SAMSAT memungkinkan masyarakat Wajib 
Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun 
dari kendaraan bermotor yang 
dikendarainya. Selain kedekatan dengan 
masyarakat, tujuan lain diadakannya Inovasi 
ini adalah untuk tranparansi pengelolaan 
pajak kendaraan bermotor di masyarakat. 
Agar warga di Kabupaten Lamongan 
mengetahui kegunaan dana yang 
dikeluarkan saat pembayaran Pajak. Dengan 
adanya program mendekatkan kepada 
masyarakat, polisi telah menghapus citranya 
yang selama ini terkenal menyeramkan, 
menjadi lebih manusiawi. Selama ini, 
pengurusan STNK di Kantor Samsat identik 
dengan keberadaan biro jasa, atau lebih 
dikenal dengan istilah calo. Pembuatan 
STNK baru maupun perpanjangan akan 
dikenakan biaya selangit, jika menggunakan 
jasa tersebut. Namun dalam proses 
pelayanannya Samsat Drive-Thru tidak lepas 
dari berbagai kendala yang di hadapi. 
Samsat Drive-Thru yang awalnya adalah 
adalah layanan unggulan Samsat tidak 
sepenuhnya mampu memberikan perbedaan 
dalam pelayanan Samsat. Penerapan Drive-
Thru merupakan bentuk solutif untuk 
menanggulangi permasalahan seperti yang 
disebutkan sebelumnya, namun di sisi lain 
Drive-Thru masih belum bisa menjawab 
apatisme masyarakat dalam reformasi 
pelayanan publik. Pelayanan Samsat Drive-
Thru masih terbatas dengan tidak dapat 
melayani segala jenis kendaraan, hanya 
kendaraan tertentu saja yang dapat 
mengunakan layanan ini. Selain itu pula 
kapasitas waktu pelayanan Samsat Drive-
Thru terbatas dari jam operasional pukul 
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08.00 s/d 12.00 hanya dapat melayani 10-20 
kendaraaan saja. Samsat Drive-Thru di 
Kabupaten Lamongan ini Juga terkesan 
eksperimental karena sebelumnya layanan 
dalam taraf uji coba karena merupakan 
cabang  dari Samsat Surabaya sehingga 
pelaksanaannya belum maksimalis. Padahal 
seharusnya Drive-Thru ini merupakan 
inovasi yang sudah dimatangkan konsepnya 
sehingga mampu memuaskan masyarakat. 
Samsat Drive-Thru juga kurang 
komprehensif dalam memberikan pelayanan, 
hal ini dapat dilihat dari bentuk 
perpanjangan pajak kendaraan yang terbatas 
pada perpanjangan STNK saja, sementara 
untuk urusan lainnya seperti urusan bea 
balik nama, uji rangka mesin, perpanjangan 
SIM, uji kir kendaraan bermotor, urusan 
BPKB, dan kasus hilangnya STNK dan SIM 
masih dilakukan di Kantor Bersama Samsat 
Kabupaten Lamongan, dengan begitu watak 
sentralisasi masih begitu lekat dalam praktik 
reformasi pelayanan publik berbasis pasar 
karena praktik desentralisasi layanan masih 
bersifat minimalis. Kendala lain adalah 
kurangnya informasi yang diterima 
masyarakat luas untuk mengakses reformasi 
pelayanan publik tersebut. Maka bisa jadi 
dari hal tersebut masyarakat masih skeptis, 
apatis, dan bersikap permisif dalam 
menanggapi layanan tersebut. 
 
Tinjauan Pustaka  
 Pelayanan publik menurut Kotler dalam 
Lukman (2000, h.8), “pelayanan adalah 
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 
tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. 
Sedangkan Moenir (2006, h.16) mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan pelayanan 
adalah “proses pemenuhan kebutuhan 
melalui aktivitas orang lain yang langsung”. 
Pelayanan dalam ensiklopedi Administrasi 
diartikan sebagai suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh organisasi maupun 
perseorangan untuk mengamalkan dan 
mengabdikan diri kepada masyarakat. 
 Pasolong (2007, h.128) mengatakan 
bahwa “pelayanan merupakan aktifitas 
seseorang, sekelompok dan atau organisasi 
baik langsung maupun tidak langsung untuk 
memenuhi kebutuhan”. Sementara dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 
pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil 
pekerjaan melayani. Sedangkan melayani 
atau menyuguhi (orang) dengan makanan 
atau minuman; menyediakan keperluan 
orang; mengiyakan, menerima; 
menggunakan. 
Sedangkan publik didefinisikan Inu, 
(1999, h.31) ”sebagai sejumlah manusia 
yang memiliki kebersamaan berpikir, 
perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang 
benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma 
yang merasa memiliki”. Oleh karena itu 
pelayanan publik diartikan sebagai setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap sejumlah manusia yang memiliki 
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 
tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
Pelayanan publik juga dapat diartikan 
sebagai melayani keperluan orang atau 
masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
Bila dilihat definisinya pelayanan publik 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan 
landasan faktor material melalui sistem, 
prosedur dan metode tertentu dalam rangka 
usaha memenuhi kepentingan orang lain 
sesuai dengan haknya, maka pelayanan 
publik tentunya tidak lepas dari kepentingan 
publik. Menghadapi persaingan yang 
semakin kompleks, suatu organisasi harus 
memiliki strategi untuk mempertahankan 
diri dan dapat berkompetisi. 
 Prinsip pelayanan publik menurut 
Mahmudi (2005, h.208) adalah sebagai 
berikut: 
a. Kesederhanaan Prosedur 
b. Kejelasan 
c. Kepastian waktu 
d. Akurasi produk pelayanan publik 
e. Kelengkapan sarana dan prasarana 
f. Keamanan 
g. Tanggung jawab 
h. Kemudahan akses 
i. Kedisiplinan 
j. Kenyamanan 
 Tjiptono (2004, h.2) menjabarkan 
tentang definisi dari kualitas dalam beberapa 
pengertian dibawah ini, diantaranya: 
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1. Kesesuaian dengan persyaratan. 
2. Kecocokan pemakaian. 
3. Perbaikan atau penyempurnaan 
keberlanjutan. 
4. Bebas dari kerusakan. 
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan 
sejak awal dan setiap saat. 
6. Melakukan segala sesuatu secara 
benar sejak awal. 
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan 
pelanggan. 
 Indikator Kualitas Pelayanan Publik 
Menurut Levine (Soekarwo, 2006, h.73), 
produk dari pelayanan publik di dalam 
negara demokrasi paling tidak memenuhi 
tiga indikator, yakni: 
a. Responsiveness.  
b. Responsibility.  
c. Accountability.  
 Standar Pelayanan dan Ukuran 
Keberhasilan Pelayanan Berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara (No.63/KEP/M.PAN/7/2003) 
tentang pedoman umum penyelenggaraan 
pelayanan publik, Standart Pelayanan Publik 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Prosedur Pelayanan. 
b. Waktu Penyelesaian. 
c. Biaya Pelayanan. 
d. Produk Pelayanan. 
e. Sarana dan Prasarana. 
f. Kompetensi petugas pemberi 
pelayanan. 
 
Metode Penelitian  
 Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
dengan Pendekatan kualitatif. Dalam 
penelitian ini lokasi yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengadakan penelitian adalah 
di Kantor Bersama Samsat Kabupaten 
Lamongan. Sedangkan situs penelitian ini 
adalah Loket Samsat Drive-Thru.dalam 
penelitian lapangan ini peneliti berupaya 
berinteraksi dengan petugas maupun 
pembayar pajak. Pencarian data selanjutnya 
adalah dengan menggunakan data sekunder 
yaitu, data fisik, data sekunder ini kami 
peroleh dari data data yang dapat dicari 
secara manual yakni, literatur yang tersedia 
seperti mendalami teks, buku, web, brosur, 
maupun literatur yang relevan. Analisis 
datanya seperti yang di ungkapkan oleh 
Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 
(2011, h.247-252) adalah reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 
 
Pembahasan   
 Penerapan Samsat Drive-Thru berasal 
dari permasalahan yang dihadapi oleh 
Kantor Bersama Samsat dalam menghadapi 
praktek percaloan sedemikian akut yang 
terkadang juga menumbuhkan praktik KKN 
yang dilakukan oleh birokrat  terutama 
pelaksanaan tugasnya. Menindaklanjuti hal 
tersebut maka dibentuklah Samsat Drive-
Thru yang berada di Jalan Veteran 
Kabupaten Lamongan. Disana Layanan 
pembayaran lebih cepat. Drive thru hanya 
terdiri dari dua loket sehingga wajib pajak 
tidak perlu ribet, selain itu tidak perlu 
memfotokopi, membeli map, memberikan 
ke meja pembayaran, menunggu penggilan 
seperti halnya jika dilakukan pembayaran di 
loket manual.   
 Dengan demikian tentunya akan 
memberikan kepastian waktu bahwa 
pelayanan ini akan berjalan cepat dan tidak 
ribet, apalagi tidak perlu turun dari 
kendaraan tentunya pelayanan akan lebih 
cepat lagi karena tidak perlu turun dari 
kendaraan tentunya pelayanan akan lebih 
cepat lagi karena tidak perlu parkir dan 
berjalan kaki menuju lokasi pembayaran.
 Sesuai dengan standar pelayanan prima 
kedua petugas loket Drive thru  terbilang 
telah melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan 
pelayanan publik, salah satunya prinsip 
tanggung jawab. Dimana petugas loket I 
(pendaftaran) bertanggung jawab terhadap 
keabsahan dan kebenaran STNK, BPKB dan 
kartu identitas diri dan kendaraan bermotor 
yang akan didaftar.Petugas loket II 
(pembayaran) bertanggung jawab terhadap 
kebenaran jumlah pembayaran PKB pada 
pelayanan Drive thru.Selain itu petugas 
loket Drive thru juga menerapkan prinsip 
akurasi dimana produk pelayanan publik 
diterima dengan benar, tepat dan sah oleh 
wajib pajak.Hal ini dibuktikan dengan tidak 
adanya keluhan dari wajib pajak, dan 
kebayakan wajib pajak puas terhadap kinerja 
petugas loket drive thru.  
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Cara penyampaian dalam memberikan 
pelayanan juga menjadi hal yang cukup vital 
dalam memberikan pelayanan kepada wajib 
pajak. Memberikan pelayanan dengan 
keramahan dan sopan memberikan kepuasan 
dan kenyamanan tersendiri kepada wajib 
pajak. Petugas loket drive thru juga 
senantiasa menjawab pertanyaan dari wajib 
pajak jika ada hal yang kurang dipahami 
dengan sopan dan ramah serta memberikan 
penjelasan yang mudah dimengerti oleh 
wajib pajak. Dengan demikian petugas loket 
drive thru telah mengamalkan salah satu 
prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, 
yaitu prinsip kedisplinan, kesopanan, dan 
keramahan di mana pemberi pelayanan 
harus bersikap displin, sopan dan santun, 
ramah, serta memberikan pelayanan dengan 
ikhlas. Selain itu terdapat indikator  yang  
penting dalam menelusuri  pemberian 
pelayanan yang ditujukan ke publik. Baik 
atau buruknya pelayanan publik ditinjau dari 
indikator-indikator yang akan dideskripsikan 
sesuai hasil penelitian. Adapun indikator 
pengukuran pelayanan tersebut antara lain:  
1)  Efisiensi pelayanan  
       Efisiensi merupakan salah satu dimensi 
yang perlu dideteksi dalam pengukuran 
pelayanan publik karena efisiensi itu 
berkaitan dengan segala persyaratan yang 
relevan dengan pelayanan yang diberikan 
kepada publik, bagaimana pemanfaatan 
sumber daya dalam penciptaan pelayanan  
tersebut serta bagaimana output yang 
dihasilkan. Dimensi efisiensi terkait 
pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat 
Kabupaten Lamongan yang dapat dideteksi 
berdasarkan sub-sub indikator berikut:  
a) Waktu  
b)  Biaya 
c) Kuantitas  
Berdasarkan Efisiensi Pelayanan 
Samsat Drive-Thru dinilai sudah baik karena 
terdapatnya usaha dari atasan maupun 
bawahan dari sistem kepegawaian yang 
mengusahakan penyelesaian pekerjaan 
dengan lebih cepat dan memuaskan namun 
belum dapat dikatakan sangat baik karena 
masih terdapatnya keluhan dari masyarakat 
sebagai penerima pelayanan yang 
menyatakan bahwa sebaiknya terdapat 
informasi terdahulu baik itu melalui web-site 
ataupun informasi lewat mading depan 
kantor mengenai syarat- syarat apa saja yang 
harus dipenuhi dalam pengurusan pajak 
melalui Samsat drive thru, jadi tidak perlu 
lagi mengulur waktu dalam 
kepengurusannya, karena waktu merupakan 
hal terpenting yang dirasa sebagai penerima 
pelayanan itu sendiri. Selain itu, kejelasan 
biaya diperlukan agar tidak terjadi pungli 
dalam sistem pemberian pelayanannya.  
Jika dikaitkan antara Konsep Efisiensi 
Pelayanan dengan hasil wawancara maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelayanan 
yang diberikan Efisien, bila dilihat dari 
waktu, biaya dan kuantitas. Tapi tidak 
menutup kemungkinan hal ini dapat saja 
berubah apabila disertai tanggapan 
masyarakat yang masih saja merasa kurang 
puas terhadap hasil pelayanan yang diterima 
dan juga ini perlu mendapat perhatian dari 
pihak Samsat Kabupaten Lamongan. 
2) Semangat kerjasama dan loyalitas 
kelompok kerja  
Semangat kerjasama dan loyalitas 
kelompok kerja juga merupakan hal yang 
perlu diperhatikan dalam rangka mengukur  
pelayanan publik. Dimensi semangat 
kerjasama dan loyalitas kelompok kerja 
terkait dengan kualitas pelayanan publik di 
Kantor Bersama Samsat Kabupaten 
Lamongan yang dapat dideteksi dengan 
melihat sub-sub indikatornya:  
a) Koordinasi atasan (hubungan kerja 
dengan para pegawai)  
b) Disiplin waktu  
Semangat Kerjasama dalam Kantor 
Bersama Samsat Kabupaten Lamongan baik 
itu antara pimpinan serta para staf sudah 
dikatakan baik karena mereka menjunjung 
rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan 
sifat yang monoton terhadapa para 
pegawainya namun tidak menutup 
kemungkinan rasa Loyalitas Kelompok 
Kerja yang ditanamkan dan diapresiasikan 
maupun yang diberikan kepada masyarakat 
akan searah dengan semangat kerja sama 
tersebut. 
3)  Desentralisasi dalam Pengambilan 
Keputusan  
Desentralisasi dalam pengambilan 
keputusan juga merupakan hal yang yang 
penting dperhatikan dalam mengukur  
pelayanan  dan dengan adanya desentralisasi 
dalam pengambilan keputusan maka akan 
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dapat memperbaiki kualitas pelayanan 
publik yang ada. Desentralisasi dalam 
Pengambilan Keputusan di Kantor Bersama 
Samsat Kabupaten Lamongan belum 
diterapkan dan belum menunjang kualitas 
pelayanan, karena tidak adanya kebebasan 
yang diberikan pada pegawai dalam 
pengambilan keputusan pada waktu darurat 
dan inilah yang merupakan salah satu contoh 
yang juga memperlambat pelayanan yang 
sebenarnya masyarakat membutuhkan dalam 
keadaan darurat akan tetapi di instansi 
tersebut tidak bisa mengeluarkan keputusan 
dengan berbagai macam alasan yang 
mungkin bisa merugikan bagi masyarakat itu 
sendiri. 
4 ) Hubungan Pimpinan dan Bawahan  
Hubungan pimpinan dan bawahan di 
Kantor Bersama Samsat Kabupaten 
Lamongan sudah dapat dikatakan baik, 
terutama di bagian pelayanan Samsat drive 
thru dan harmonis, Komunikasi yang 
terjalinpun sesuai dengan pengamatan 
penulis yakni baik. Dukungan yang 
diberikan oleh atasan kepada bawahan dan 
juga terhadap sesama bawahanpun nampak 
baik. Dan dalam variabel ini tidak terdapat 
masalah yang memungkinkan tidak 
tercapainya kualitas pelayanan itu sendiri. 
5) Adanya usaha dari individu maupun 
organisasi dalam pencapaian tujuan  
Adanya usaha dari individu maupun 
organisasi dalam pencapaian tujuan juga 
merupakan hal yang penting diperhatikan 
dalam mengukur pelayanan. Dengan adanya 
usaha ini, mungkin akan membantu dalam 
pelayanan yang diberikan kepada publik.
 Di lokasi Pelayanan Samsat Drive-Thru 
, belum adanya usaha yang muncul baik itu 
berupa kelebihan ataupun jiwa kreatif yang 
dimiliki dalam pengembangan pelayanan 
untuk pencapaian tujuan, karena mereka 
hanya berdasar kepada prosedur yang sudah 
ada tanpa harus menyalahi aturaan untuk 
pencapaian tujuannya sendiri. 
 
Faktor pendukung dan penghambat 
dalam penyelenggaraan pelayanan 
Samsat Drive Thru. 
Faktor pendukung pelayanan Samsat 
Drive Thru: 
 Untuk dapat melaksanakan pelayanan 
drive thru secara optimal tentunya didukung 
oleh faktor-faktor pendukung dalam 
pelaksanaannya. Kantor Bersama SAMSAT 
yang terdiri dari tiga lembaga berbeda yakni 
Dinas Pendapatan, POLRI dan PT. Jasa 
Raharja (Persero). Meskipun lembaga-
lembaga tersebut memiliki unsur-unsur yang 
berbeda tugas pokok, dan fungsinya tetapi 
dapat bekerja sama secara intergratif dan 
harmonis  dalam sebuah sistem kelembagaan 
untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini 
Kantor Bersama SAMSAT meng-
aplikasikan  salah satu dari 5 macam pola 
pelayanan public yaitu Pola Pelayanan Satu 
Atap di mana Pola pelayanan disini 
dilakukan secara terpadu pada satu instansi 
pemerintah yang bersangkutan sesuai 
kewenangan masing-masing (LAN RI, 
2003;185). Menyatukan beberapa lembaga 
menjadi satu lembaga bukanlah hal yang 
mudah, dikarenakan latar belakang  instansi 
yang berbeda yang memiliki tujuan dan 
kepentingan yang berbeda pula. Namun 
SAMSAT dapat melakukannya dengan baik. 
Demikian pula dengan SAMSAT drive thru, 
dengan didukung koordinasi yang baik di 
Kantor Bersama Samsat yang bekerja secara 
professional dengan tujuan utama 
memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. Sehingga proses pelayanan 
yang diberikan bisa terselenggara dengan 
baik. Loket drive thru yang hanya dilayani 
oleh dua petugas saja tentunya tidak sulit 
dalam melukakan koordinasi.Imbasnya 
banyak wajib pajak yang merasa puas 
terhadap layanan drive thru karena 
prosesnya cepat dan tidak rumit.Hal ini tidak 
lepas dari kontribusi dua petugas loket drive 
thru yang mampu bekerja secara kooperatif 
dan professional demi untuk mewujudkan 
pelayanan prima kepada wajib pajak yang 
menggunakan fasilitas tersebut. 
 Dengan diberlakukannya Standar 
pelayanan prima atau manajemen mutu iso 
serta adanya IKM (Indeks Kepuasan 
Masyarakat) maka menuntut 
ditingkatkannya kinerja pelayanan Samsat 
drive thru sebagai layanan unggulan Kantor 
Bersama Samsat.Berpedoman dengan hal-
hal tersebut diharapkan pelayanan yang ada 
di SAMSAT drive thru bisa terkendali 
dengan baik dan konsisten dalam menjaga 
mutu pelayanannya kepada masyarakat 
bahkan bisa ditingkatkan lagi. 
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Sarana dan prasarana yang memadai di 
Loket SAMSAT drive thru memberikan 
kontribusi yang sangat penting dalam 
kelangsungan pelaksanaan pelayanan di 
SAMSAT drive thru. Sarana dan prasrana 
yang lengkap memberikan kemudahan 
petugas loket drive thru dalam melakukan 
proses pelayanan kepada wajib pajak, selain 
itu memberikan kenyamanan tersendiri 
kepada para petugas sehingga mereka bisa 
bekerja lebih optimal dan professional dalan  
melakukan pelayanan publik kepada wajib 
pajak. 
 Penggunaan teknologi informasi 
dengan perangkat computer yang 
jaringannya telah terkoneksi secara online 
dalam pelayanan Drive thru bisa dikatakan 
telah menggunakan salah satu dari 5 macam 
pola pelayanan publik yaitu pola pelayanan 
elektoronik yang merupakan pola pelayanan 
yang menggunakan teknologi informasi 
komunikasi yang merupakan otomasi dan 
otomatisasi pemberian layanan yang bersifat 
online sehingga dapat menyesuaikan diri 
dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. 
Dengan pemanfaatan teknologi informasi 
yang terkoneksi secara online dapat 
memberikan kontribusi yang baik dalam 
kelangsungan proses pelayanan sehingga 
pelayanan akan berjalan lebih mudah, cepat 
dan akurat dalam memproses permohonan 
wajib pajak. 
 
Faktor penghambat pelayanan Samsat 
Drive thru: 
 Dalam melakukan suatu layanan 
memang tidak bisa lepas dari kendala-
kendala yang menjadi penghambat baik itu 
kendala teknis maupun non teknis.Maka dari 
itu keadaan seperti ini diharapkan dapat 
diatasi dengan baik secara langsung dan 
berkelanjutan. Kondisi SAMSAT drive thru 
yang masih sepi bisa jadi diakibatkan oleh 
faktor-faktor penghambat yang membuat 
sebagaian  wajib pajak tidak melakukakan 
pembayaran di loket drive thru. Samsat 
drive-thru hanya terbatas pada perpanjangan 
STNK saja, sementara untuk urusan lainnya 
seprti halnya urusan Bea Balik Nama, Uji 
Rangka Mesin,  Uji Kir kendaraan 
Bermotor, urusan BPKB, hilangnya STNK 
masih harus dilakukan di Kantor induk 
Samsat Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini 
dapat dikatakan bahwa Di Samsat 
Kabupaten Lamongan watak sentralisasi 
masih begitu menguat dalam praktik 
reformasi pelayanan publik berbasis pasar, 
karena praktik desentralisasi layanan masih 
bersifat minimalis.  
 SAMSAT Drive thru tidak dapat 
melayani beberapa jenis kendaraan roda 
empat seperti truck atau kendaraan dengan 
tipe yang sama. Hal ini dikarenakan 
keterbatasan tempat atau luas halaman yang 
ada di lokasi SAMSAT Drive thru sehingga 
pemilik kendaraan bermotor yang hendak 
melakukan pembayaran dengan tipe 
kendaraan seperti yang disebutkan diatas 
tidak dapat menikmati layanan ini. 
SAMSAT Drive thru tidak dapat melayanan 
kendaraan yang telah telat atau jatuh 
tempo.Karena keterbatasan sistem komputer 
loket SAMSAT Drive thru maka untuk 
masalah ini hanya bisa melakukan pelayanan 
di Kantor Bersama SAMSAT. Sehingga 
pemilik kendaraan bermotor yang pajaknya 
sudah jatuh tempo tidak bisa menggunakan 
layanan Drive thru, meraka harus 
melakukan proses pembayaran  pajak di 
loket manual.   
 Masih banyak pemilik kendaraan 
bermotor  yang tidak paham dengan 
persyaratan yang dibutuhkan untuk 
melakukan layanan di Drive thru, 
kebanyakan mereka tidak membawa KTP 
asli pemilik kendaraan bermotor. Karena 
beberapa dari wajib pajak biasanya membeli 
motor bekas namun status kendaraan 
tersebut belum di balik nama sehingga 
masih berstatus pemilik sebelumnya. 
Sehingga pemilik kendaraan bermotor 
tersebut tidak bisa menggunakan layanan ini 
karena salah persyaratannya harus 
menggunakan KTP asli pemilik kendaraan 
bermotor.   
 Kebanyakan pemilik kendaraan 
bermotor masih berjalan kaki menuju lokasi 
loket drive thru  sementara kendaraannya 
diparkir di Kantor Bersama Samsat. Ini 
disebabkan mereka tidak paham dengan arti 
Drive thru itu sendiri. Padahal fasilitas yang 
ditawarkan SAMSAT drive thru adalah 
layanan yang cepat,mudah ,tanpa antri, dan 
tanpa harus turun dari kendaraannya. Hal 
tersebut terjadi mungkin dikarenakan karena 
kurangnya sosialisasi pihak Kantor Bersama 
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SAMSAT Kabupaten Lamongan kepada 
masyarakat.   
 Gerbang keluar masuk Loket Samsat 
drive thru tidak jelas sehingga banyak 
pemilik kendaraan bermotor yang salah 
jalur, menurut pengamatan peneliti mereka 
masuk dari gerbang keluar dan keluar dari 
gerbang masuknya. Hal ini disebabkan 
karena kurang jelas penanda keluar-masuk 
loket SAMSAT drive thru. Saat keadaan 
sepi mungkin tidak jadi masalah, namun 
bilas saat situasi sedang ramai bisa 
menimbulkan kemacetan dan 
menyembabkan kendaraan meluber kejalan 
raya karena lokasi SAMSAT drive thru 
berada dipinggir jalan raya. 
 Samsat drive thru tidak menyediakan 
plastik pembungkus STNK dan PKB dan 
banyak wajib pajak yang tidak tahu. Meski 
terkesan tidak terlalu penting keberadaan 
plastik pembungkus tersebut sering 
ditanyakan oleh para pemilik kendaraan 
bermotor kepada penjaga loket drive thru. 
Untuk ketersedian plastik pembungkus, 
SAMSAT drive thru memang tidak 
menyediakannya dan hanya tersedia diloket 
pendaftaran manual yang berada di Kantor 
Bersama SAMSAT Kabupaten Lamongan. 
Meski begitu kebanyakan pemilik kendaraan 
bermotor  menanyakan ketersediaan plastik 
pembungkus tersebut kepada petugas loket 
drive thru. Hal ini terjadi karena mereka 
memang tidak mengetahui bahwa drive thru 
memang tidak menyediakannya. 
 Adanya Samsat Payment Point di 
Kecamatan Babat dan Brondong membuat 
para wajib pajak dari kawasan tersebut 
teralihkan sehingga mereka tidak perlu lagi 
jauh-jauh ke Kantor Bersama Samsat. 
Keberadaan  fasilitas SAMSAT Payment 
Point di kedua Kecamatan tersebut memang 
memudahkan wajib pajak dari kedua daerah 
tersebut dalam melakukan pembayaran 
pajak, namun secara tidak langsung jaga 
memberikan dampak terhadap sepinya 
layanan SAMSAT drive thru di Kabupaten 
Lamongan yang kebanyakan penggunanya 
dari luar Kecamatan Lamongan. 
Samsat drive thru terbilang masih sepi 
dikarenakan terlalu dekat lokasinya dengan 
Kantor induk atau Kantor Bersama Samsat. 
Sehingga wajib pajak lebih memilih dating 
ke Kantor induk daripada ke Samsat drive 
thru. Lokasi yang terlalu dekat dengan 
kantor induk ikut berkontribusi atas masih 
sepinya SAMSAT drive thru. Ditambah lagi 
menurut hasil wawancara warga kecamatan 
lamongan justrru tidak banyak yang 
memakai layanan drive thru, karena alasan 
kesibukan mereka memilih mengunakan 
layanan SAMSAT Keliling Malam yang 
beroperasi setiap sore hingga malam dan 
berlokasi di Alun-alun Kecamatan 
Lamongan. 
Kendala lain yang timbul dari 
penerapan drive-Thru kurangnya informasi 
yang diterima oleh masyarakat luas untuk 
mengakses pelayanan publik tersebut. Dari 
kendala tersebut, bisa jadi, masyarakat 
masih skeptis, apatis dan permisif, akan 
keinginan para birokrat untuk mengubah 
pola pelayanan publik berbasiskan nilai 
pasar dikarenakan tidak ada niat sungguh-
sungguh untuk melakukannya. Lagipula 
masyarakat cenderung menyerahkan urusan 
pelayanan publik ke kantor Samsat daripada 
ke Samsat drive-dhru. Mereka belum 
terbiasa melakukan proses pembayaran 
pajak kendaraan di instansi selain kantor 
Samsat sehingga menyebabkan praktik 
reformasi pelayanan publik tersendiri juga 
tidak bias berjalan optimal.  
 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang Penulis peroleh 
selama masa penelitian bahwa penerapan 
Samsat drive-thru dalam meningkatkan 
pelayanan publik, secara praktik 
penyelenggaraan pelayanan kedua petugas 
loket drive thru  terbilang telah 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Sesuai 
dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan 
publik, salah satunya prinsip tanggung 
jawab. Di mana petugas loket I 
(pendaftaran) bertanggung jawab terhadap 
keabsahan dan kebenaran STNK, BPKB dan 
kartu identitas diri dan kendaraan bermotor 
yang akan didaftar. Petugas loket II 
(pembayaran) bertanggung jawab terhadap 
kebenaran jumlah pembayaran PKB pada 
pelayanan drive thru. Selain itu petugas 
loket drive thru juga menerapkan prinsip 
akurasi dimana produk pelayanan publik 
diterima dengan benar, tepat dan sah oleh 
wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tidak 
adanya keluhan dari wajib pajak, dan 
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kebayakan wajib pajak puas terhadap kinerja 
petugas loket drive thru. Selain itu, petugas 
loket drive thru juga senantiasa menjawab 
pertanyaan dari wajib pajak jika ada hal 
yang kurang dipahami dengan sopan dan 
ramah serta memberikan penjelasan yang 
mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dengan 
demikian petugas loket drive thru telah 
mengamalkan salah satu prinsip 
penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu 
prinsip kedisplinan, kesopanan, dan 
keramahan dimana pemberi pelayanan harus 
bersikap displin, sopan dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
Namun pelayanan drive-thru sejauh ini 
belum bisa efektif dalam memberikan 
pelayanan. Samsat drive-thru masih terkesan 
eksklusif dalam memberikan pelayanan, 
tidak semua jenis kendaraan dapat 
menggunakan layanan ini karena 
keterbatasan tempat di lokasi Samsat drive-
thru, selain itu Samsat drive-thru juga 
terkendala keterbatasan wewenang dalam 
melayani kendaraan dengan status terblokir 
sehingga pihak drive-thru tidak dapat 
memberikan layanan. Samsat drive-Thru 
terbatas hanya melayani perpanjangan pajak 
kendaraan bermotor saja sementara urusan 
lainnya masih harus dilakukan di Kantor 
Bersama Samsat Kabupaten Lamongan. . 
Selain itu, akses masyarakat dalam 
menggunakan fasilitas drive-thru juga 
terkendala dalam keterbukaan informasi 
yang diberikan oleh para birokrat sehingga 
menjadikan masyarakat apatis dan permisif, 
hal lain yang mengganjal adalah masyarakat 
cenderung menggunakan cara lama dalam 
kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB).  
Saran untuk kemajuan pelayanan 
Kantor Bersama Samsat yaitu, Memberikan 
sosialisasi yang lebih jelas agar masyarakat 
mudah memahami tata cara melakukan 
pembayaran di drive thru. Memaksimalkan 
drive-thru dengan Meningkatkan kualitas 
sistem perangkat komputer yang ada sagar 
dapat memberikan layanan menyeluruh 
sehingga tidak terbatas pada perpanjangan 
STNK saja sehingga desentralisasi 
pelayanan dapat terwujud.
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